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Abstract
Customary law is the law of life and as a guideline to behave in social life. 
While the government through Presidential Decree No. 9 of 2000 on Gender 
Pengharusutaan in National Development. In connection with these two problem 
are; 1). What is the meaning of the gender ideology? and 2). How the ideological 
implications of the customary law of Bali? This study is a socio-legal, where 
field data as primary data. The results of the study addressed that there are two 
groups; The first group’s view justify Balinese customary law is sound and reflects 
the uniqueness of Balinese society, women are not involved in decision-making 
in the family, a decision was taken on the deal man. In the field of inheritance 
girls are not taken into account. So the first group did not reflect the views of 
gender ideology, while the second group’s view, gave the reason that customary 
law is difficult to change, to change requires public awareness, awig-awig has 
not set things up in accordance with the development of society and legislation 
can be made perarem. Most respondents have not gender responsive and only a 
small portion gender responsive and progressive-minded. Thus gender ideology 
customary law is not implicated in Bali. Factors that become barriers that the 
legal culture of the Balinese people, the patriarchal customary law is still strong 
binding Balinese life. The conclusion that the meaning of gender ideology implies 
equality of men and women and it is not affected by the customary law of Bali, 
because of the legal culture of society and customary law still strong binding.

Keywords: implications, gender ideology, customary law Bali.

Abstrak
Hukum adat adalah hukum keh�dupan dan sebaga� pedoman untuk berper�laku 
dalam keh�dupan sos�al. Sedangkan pemer�ntah melalu� Keputusan Pres�den 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesehatan Jender dalam Pembangunan Nas�onal. 
Sehubungan dengan kedua masalah tersebut adalah; 1). Apa art� �deolog� gender? 
Dan 2). Apa �mpl�kas� �deolog�s hukum adat Bal�? Penel�t�an �n� bers�fat sos�o-
legal, d�mana data lapangan sebaga� data pr�mer. Has�l penel�t�an menyebutkan 
bahwa ada dua kelompok; Pandangan kelompok pertama tentang membenarkan 
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I.  PENDAHULUAN
Bangsa Indones�a adalah bangsa 

majemuk yang terd�r� dar� suku bangsa-
suku bangsa, dan mas�ng-mas�ng suku 
bangsa tersebut mempunya� adat dan 
budaya send�r�-send�r�. Adat dan 
budaya tersebut sebaga� pedoman 
atau peng�kat dalam bert�ngkah 
laku menjalan� keh�dupan. Mas�ng-
mas�ng suku bangsa atau masyarakat 
mempunya� aturan-aturan tentu 
sebaga� benteng untuk mel�ndung� 
kelangsungan masyarakat yang 
bersangkutan, salah satunya adalah 
masyarakat Bal�.

Masyarakat Bal� adalah 
masyarakat yang terbuka, walaupun 
dem�k�an sangat menjunjung t�ngg�  
adat dan budaya. Art�nya masuknya 
�deolog� atau dar� luar  t�dak serta 
merta d�tolak mela�nkan tetap d�ter�ma 
tetap� pener�maan mana d�lakukan 
secara  selekt�f. Dengan cara dem�k�an 
masyarakat Bal� d� satu s�s� tetap 

mempertahankan adat dan budaya 
termasuk hukum  adatnya tetap� 
mener�ma secara selekt�f �deolog� atau 
budaya luar.

Masyarakat Bal� yang 
d�maksudkan adalah masyarakat 
Bal� H�ndu yang menganut 
s�stem kekeluargaan patr�l�neal 
(patriarchaat), yang leb�h d�kenal 
dengan nama s�stem ”purusa”. Pada 
s�stem kekeluargaan �n� kedudukan 
lak�-lak� sangat t�ngg� dan pegang 
peran yang sangat kuat dalam segala 
aspek keh�dupan ba�k dalam keluarga, 
maupun masyarakat, yang pal�ng 
d�tekankan d� s�n� adalah dalam hal 
membuat aturan sebaga� pedoman 
keh�dupan bermasyarakat. Aturan 
yang d�maksud adalah hukum adat �tu 
send�r�. Dalam membuat aturan hukum 
perempuan sebaga� warga adat t�dak 
pernah d�l�batkan, dengan dem�k�an 
perempuan hanya melaksanakan apa 
yang telah d�buat dan d�putuskan oleh 
lak�-lak�. 
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hukum adat Bal� adalah suara dan mencerm�nkan keun�kan Bal�, wan�ta t�dak 
terl�bat dalam pengamb�lan keputusan d� dalam keluarga, sebuah keputusan d�buat 
berdasarkan kesepakatan manus�a. D� b�dang war�san anak perempuan t�dak 
d�perh�tungkan. Jad� kelompok pertama t�dak mencerm�nkan pandangan �deolog� 
gender, sedangkan pandangan kelompok kedua, dengan alasan bahwa hukum adat 
sul�t untuk berubah, untuk berubah membutuhkan kesadaran masyarakat, aw�g 
aw�g t�dak mengatur segala sesuatu sesua� dengan perkembangan masyarakat. 
Dan perundang-undangan b�sa d�buat perarem. Sebag�an besar responden belum 
respons�f terhadap gender dan hanya sed�k�t yang respons�f terhadap gender dan 
progres�f. Dengan dem�k�an �deolog� gender hukum adat t�dak d�l�batkan d� Bal�. 
Faktor-faktor yang menghambat budaya hukum masyarakat Bal�, hukum adat 
patr�arkh� mas�h meng�kat keh�dupan masyarakat Bal� yang kuat. Kes�mpulan 
bahwa makna �deolog� gender meny�ratkan kesetaraan lak�-lak� dan perempuan 
dan t�dak terpengaruh oleh hukum adat Bal�, karena budaya hukum masyarakat 
dan hukum adat yang meng�kat.

Kata kunc�: implikasi, ideologi gender, hukum adat Bali.
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Hukum adat sebaga� hukum 
yang d� konstruks� oleh masyarakat 
(lak�-lak�) yang secara normat�f  
mas�h sangat b�as gender bahkan 
dapat d�katakan d�skr�m�nas� gender 
terutama dalam hukum keluarga dan 
hukum war�s. In� mencerm�nkan bahwa 
budaya patr�arkh� mas�h sangat kuat 
mempengaruh�nya bahkan �deolog� 
patr�arkh� beg�tu kuat meng�kat 
masyarakat Bal� H�ndu. Masyarakat 
Bal� sangat taat pada hukum adatnya, 
walaupun dem�k�an t�dak berart� 
masyarakat Bal�  ant� akan perubahan 
atau perkembangan. Masyarakat Bal� 
sangat cepat mengalam� perubahan 
dalam berbaga� hal, akan tetap� dalam 
b�dang hukum adat dapat d�katakan 
sangat sul�t untuk melakukan perubahan 
bahkan dapat d�katakan dalam pos�s� 
stagnan.  Terka�t dengan hal �tu, 
Pemer�ntah dengan Instruks� Pres�den  
Nomor 9 Tahun 2000 (Selanjutnya  
d�s�ngkat: Inpres No. 9 Th  2000) 
tentang Pedoman  Pengharusutamaan 
Gender Dalam Pembangunan 
Nas�onal, mencanangkan terwujudnya 
kesetaraan dan kead�lan gender dalam 
keh�dupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.

Sehubungan dengan keluarnya 
Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, maka 
dapat d�asums�kan akan berpengaruh 
pada keh�dupan masyarakat patr�l�neal 
d� Bal� yang memeluk agama H�ndu.  
Masyarakat Bal� H�ndu menjunjung 
t�ngg� hukum adat yang beg�tu kuat 
meng�kat. Hukum adat sebaga� 
hukum lokal  t�dak searah  dengan 

aturan yang leb�h t�ngg�, yang dalam 
hal �n� adalah hukum negara. Terka�t 
dengan hal �tu maka d� s�n�lah letak 
persoalannya, d� satu s�s� hukum 
adat sebaga� pedoman h�dup dalam 
bermasyarakat bag� masyarakat Bal� 
H�ndu dem�k�an kuat meng�kat yang 
mas�h d�skr�m�nat�f gender, d�s�s� la�n 
ada aturan pemer�ntah yang bertujuan 
mewujudkan kesetaraan dan kead�lan 
gender dalam keh�dupan berkeluarga 
dan bermasyarakat yang mest� 
d�lakukan. Terka�t dengan hal �tulah 
maka penel�t�an �n� menjad� pent�ng 
untuk d�lakukan meng�ngat berlakunya 
dual�sme hukum yang �deolog�nya 
t�dak sejalan yakn� hukum adat dengan 
�deolog� patr�arkh� d�mana kekuasaan 
berada d� tangan lak�-lak� dan hukum 
negara dengan �deolog� kesetaraan dan 
kead�lan gender.

Bert�t�k tolak dar� latar belakang 
tersebut d� atas, dapat d�rumuskan 
permasalahan yang akan d�tel�t� dalam 
penel�t�an �n� sebaga� ber�kut:
1. Apa makna dar� �deolog� gender 

tersebut ?
2. Baga�mana �mpl�kas� �deolog� 

gender  dalam Hukum Adat Bal� 
dewasa �n�?
Terka�t permasalahan pertama, 

akan d�ura�kan tentang makna dar� 
�deolog� gender tersebut. Apa makna 
dar� pada �deolog� gender tersebut. 
Makna �deolog� gender adalah 
menyangkut kesetaraan dan kead�lan 
gender dalam aspek-aspek keh�dupan 
antara lak�-lak� dan perempuan,  
sementara �tu dalam  hukum adat Bal� 
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sangat kental dan kuat d�pengaruh� 
oleh �deolog�  patr�arkh� yang 
mempos�s�kan lak�-lak� sangat t�ngg� 
atau super�or terhadap perempuan.

Dalam permasalahan kedua, 
akan d�bahas mengena� �mpl�kas� 
�deolog� gender dalam hukum adat 
Bal�. Adapun yang d�maksudkan d� 
s�n� adalah sudah atau belum adanya 
�mpl�kas� �deolog� gender dalam 
hukum adat Bal� dan faktor-faktor yang 
menjad� penyebabnya ba�k faktor-
faktor yang mendukung maupun faktor 
yang menjad� penghambatnya.

Tujuan umum dar� penel�t�an 
�n� adalah  untuk mengetahu� sejauh 
mana  makna �deolog� gender dalam 
real�tanya d�ketahu� oleh masyarakat 
Bal�, sedangkan tujuan khususnya 
adalah untuk mengetahu� makna 
�deolog� gender dalam hukum adat 
Bal�. D� samp�ng �tu  juga untuk 
mengetahu�  sudah atau belum adanya 
�mpl�kas� �deolog� gender dalam 
hukum adat Bal� dan faktor-faktor 
apa saja yang menjad� penyebabnya 
ba�k yang menghambat maupun yang 
mendukungnya.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an hukum dar� seg� 

jen�snya d�kelompokkan menjad� dua 
ya�tu penel�t�an hukum normat�f  dan 
penel�t�an hukum emp�r�s.  Terka�t 
hal �tu, Am�rud�n mengelompokkan 
penel�t�an hukum dalam dua kelompok 
ya�tu penel�t�an hukum normat�f 
(doktr�nal) dan penel�t�an hukum  

sos�olog�s (socio legal research)1

Penel�t�an tentang �mpl�kas� 
�deolog� gender dalam hukum adat Bal� 
(Stud� d� Kota Denpasar) merupakan 
penel�t�an hukum emp�r�s atau socio-
legal reseacht. Penel�t�an �n� d�lakukan 
sehubungan dengan d�keluarkannya 
Inpres  No. 9 Tahun 2000.  Dalam 
penel�t�an  hukum emp�r�s  d�mana 
data lapangan merupakan data pr�mer. 
Penel�t�an �n� t�dak akan menguj� 
h�potes�s, akan tetap� menggal� 
�nformas� sebanyak mungk�n 
sehubungan �mpl�kas� gender dalam 
masyarakat adat Bal�. Mesk�pun dalam 
penel�t�an �n� memaka� datang lapangan 
sebaga� data pr�mer akan tetap� t�dak 
dapat lepas dar� data sekunder, oleh 
karena �tu set�ap penel�t�an hukum 
emp�r�s past�  d�awal� dengan data 
sekunder atau data pustaka sebaga� 
prem�s normat�f. 

Dalam penel�t�an hukum emp�r�s, 
d�mana data yang d�gal� adalah tentang 
bekerjanya hukum dalam masyarakat. 
Dengan dem�k�an maka  penel�t�an 
�n� mengutamakan data lapangan 
sebaga� data pr�mer dan data pustaka 
sebaga� data sekunder. Data pr�mer 
d�peroleh dar� sumber data lapangan 
d� w�layah Kota Denpasar tentunya 
dalam l�ngkup desa pakraman karena 
menyangkut hukum adat dalam 
ka�tan �deolog� gender. Sebaga� lokas� 
penel�t�an  d�tentukan secara purpos�f 
dengan dasar pert�mbangan bahwa 
Kota Denpasar yang sekal�gus sebaga� 
1 Am�rudd�n, Za�nal As�k�n, 2008, Pengantar 

Metode Penelitian Hukum, PT Raja Graf�ndo 
Persada, Jakarta, hlm.110.
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pusat Pemer�ntahan Prop�ns� Bal�, 
d�mana kond�s� masyarakatnya relat�f 
leb�h maju dengan t�ngkat pend�d�kan 
leb�h t�ngg� d�band�ngkan dengan 
daerah la�nya d� Bal�. D� samp�ng �tu 
warga masyarakatnya juga sangat 
heterogen. Penentuan responden 
d�tentukan dengan tekn�k snow ball 
(bola salju) dan  responden yang d�p�l�h 
adalah tokoh masyarakat, agama, dan 
beberapa warga masyarakat umum. 
Hal �n� d�lakukan meng�ngat faktor 
waktu, tenaga, dan  tentunya juga 
b�aya.

Data sekunder d�peroleh dar� 
penelusuran bahan-bahan tertul�s 
atau dokumen-dokumen yang 
memuat �nformas� yang relevan 
dengan permasalahan yang d�angkat. 
Bahan hukum yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah l�teratur-l�teratur 
hukum yang dapat menjelaskan 
konsep-konsep hukum adat secara 
umum dan hukum adat Bal� khususnya. 
D� samp�ng �tu juga d�butuhkan 
l�teratur non hukum karena penel�t�an 
�n� berka�tan dengan �mpl�kas� �deolog� 
gender dalam hukum adat Bal�. Jad� 
l�teratur non hukum (l�teratur terka�t 
gender)  juga perlu dalam mengkaj� 
�mpl�kas� �deolog� gender dalam 
hukum adat. 

Untuk mendapatkan  data 
atau �nformas� yang akurat, tekn�k 
pengumpulan data pr�mer yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
dengan wawancara. Wawancara 
d�lakukan dengan memaka� alat bantu, 
yang dalam hal �n� berupa  pedoman 

pertanyaan (interview guide), 
sementara data sekunder (ba�k bahan 
hukum maupun non hukum) d�h�mpun 
dengan cara s�stem kartu ya�tu dengan 
cara mencatat bahan yang  d�butuhkan 
sepert� nama, tahun, judul buku,  
penerb�t dan tempat d�terb�tkan, dan 
halaman.

Pengolahan dan anal�s�s data 
yang sudah d�kumpulkan, d�lakukan 
dengan menggunakan metode yang 
bers�fat kual�tat�f d�lengkap� dengan 
anal�s�s s�tuas�onal. Metode �n� akan 
dapat menunjukkan tentang �mpl�kas� 
�deolog� gender dalam hukum 
adat pada masyarakat adat d� Bal� 
yang beg�tu kuat menghormat� dan 
mempertahankan hukum adat dalam 
keh�dupan bermasyarakat. Sementara 
has�lnya d�saj�kan secara deskr�pt�s 
anal�t�s.

III.  HASIL  DAN
 PEMBAHASAN
3.1.  Makna Ideologi  Gender Dan 

Hukum Adat Bali.
Sebelum sampa� pada 

pengert�an gender, terleb�h dahulu 
akan d�kemukakan pengert�an seks 
dan kodrat. Seks adalah mengacu 
pada perbedaan jen�s kelam�n lak�-lak� 
dan perempuan atau perbedaan jen�s 
kelam�n secara b�olog�s. Sementara 
kodrat adalah c�r�-c�r� yang melekat 
pada manus�a sebaga� pember�an atau 
c�ptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Sebaga� pember�an Tuhan maka 
bers�fat stat�s dan berlaku un�versal 
d� seluruh dun�a tanpa kecual�. Oleh 
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karenanya t�dak dapat berubah, d�ubah 
dan d�pertukarkan. 

Contoh s� A pada saat lah�r  
berjen�s kelam�n lak�-lak� dan sampa� 
mat� tetap berjen�s kelam�n lak�-lak�, 
dem�k�an juga s� B pada saat lah�r 
berjen�s kelam�n perempuan dan 
sampa� mat� tetap berjen�s kelam�n 
perempuan. Terka�t dengan hal �tu, Tr� 
Marhaen� Pudj� Astut� mengemukakan 
bahwa kodrat �tu ketetapan dar� Tuhan 
yang t�dak b�sa d�ubah, m�salnya jen�s 
kelam�n2. 

Konsep gender d�rumuskan pada 
I Umum angka 3 Inpres No. 9 Tahun 
2000 adalah konsep yang mengacu pada 
peran-peran dan tanggung jawab lak�-
lak� dan perempuan yang terjad� ak�bat 
dar� dan dapat berubah oleh keadaan 
sos�al budaya masyarakat. Sementara 
Mansour Fak�h mengkonsepkan  
gender adalah s�fat yang melekat pada 
kaum lak�-lak� maupun perempuan 
yang d�konstruks� secara sos�al 
maupun kultural3. Mencermat� konsep 
gender tersebut d� atas maka gender 
adalah suatu konsep tentang lak�-lak� 
dan perempuan yang d�konstruks� 
berdasarkan soc�al budaya. Sos�al 
budaya suatu masyarakat yang satu 
sudah tentu t�dak sama dengan soc�al 
budaya masyarakat yang la�nnya. 
Apa yang cocok d�masa lampau 
belum tentu cocok d�masa k�n�, jad� 
bers�fat d�nam�s. Suatu m�sal d�masa 
2 Tr� Marhaen� Pudj� Astut�, 2011,  Konstruksi 

Gender dalam Realita Sosial, Ed�s� Rev�s�, 
UNNES PRESS, Semarang, hlm.5.

3 Mansour Fak�h, 1997,  Analisis Gender 
& Transformasi Sosial,  Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm. 8.

lampau d�mana perempuan t�dak 
cocok menyet�r mob�l, namun d�jaman 
sekarang hal sepert� �tu sudah t�dak 
relevan lag�, bahkan d�jaman sekarang 
banyak perempuan yang menyet�r 
mob�l, menjad� nakhoda, menjad� 
p�lot dan la�n sebaga�nya. Contoh la�n, 
m�salnya d� b�dang pend�d�kan, d�mana 
d�masa  lampau, hanya lak�-lak� yang 
berpend�d�kan t�ngg�, namun sekarang 
masalah pend�d�kan hak  set�ap orang 
tanpa memandang latar belakang 
soc�al. Contoh la�n yang sangat mudah 
d�jumpa� m�salnya, d�jaman lampau 
urusan domest�k adalah urusan �str� 
atau perempuan, sementara urusan 
publ�k adalah urusan lak�-lak�, namun 
d�jaman sekarang ba�k urusan domest�c 
maupun publ�c adalah urusan lak�-lak� 
dan perempuan.  Dengan dem�k�an, 
gender adalah suatu konsep yang 
d�bentuk berdasarkan sos�al budaya 
suatu masyarakat setempat. Oleh 
karenanya gender �tu t�dak bers�fat 
stat�s akan tetap� bers�fat d�nam�s 
ya�tu dapat berubah, d�ubah sesua� 
dengan perkembangan masyarakat dan 
kemajuan jaman, �lmu pengetahuan, 
teknolog� dan la�n sebaga�nya.

Sementara mas�h banyak 
kalangan yang  merancukan antara 
apa �tu kodrat dan apa gender. Dalam 
prakt�k keh�dupan sehar�-har� ser�ng 
orang b�lang bahwa kodrat perempuan 
adalah memasak, mengurus rumah, 
mengasuh anak, hal dem�k�an t�dak 
saja d�ucapkan oleh orang yang t�dak 
berpend�d�kan, akan tetap� orang 
berpend�d�kan t�ngg� pun  ser�ng 
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mengucapkan hal yang senada. Dengan 
dem�k�an orang berpend�d�kan t�ngg� 
yang semest�nya member�kan contoh 
kepada warga masyarakat tentang 
dua hal yang berbeda tersebut bahwa 
kodrat c�ptaan Tuhan Yang Maha 
Kuasa sedangkan gender bentukan 
masyarakat. Kodrat sebaga� c�ptaan 
Tuhan t�dak dapat d�ubah oleh manus�a 
sementara gender akan meng�kut� 
s�tuas� dan kond�s� dar� masyarakat 
yang bersangkutan. T�ngg�nya 
pend�d�kan seseorang t�dak merupakan 
jam�nan tentang pemahaman tentang 
konsep kodrat dan gender. 

Sehubungan dengan konsep 
gender maka muncul persoalan apa 
sebenarnya  �deolog� gender tersebut. 
Ideolog� sebenarnya merupakan suatu 
pandangan h�dup atau parad�gma 
dar� seseorang atau suatu kelompok 
terhadap suatu hal . Ideolog� adalah 
cara berf�k�r seseorang atau suatu 
golongan4. Ideolog� gender adalah 
seperangkat �de-�de dan s�stem n�la� 
yang d�dasarkan pada determ�n�sme 
b�olog�s yang telah menghas�lkan 
seks�sme dan d�skr�m�nas� utamanya 
terhadap perempuan5. Adanya dua 
�nsan yakn� lak�-lak� dan perempuan 
�n� mencerm�nkan dua ent�tas yang 
sal�ng membutuhkan dan melengkap� 
sebaga� m�tra kerja terhadap suatu hal. 
Dengan dem�k�an maka adanya makna 
kesetaraan antara dua ent�tas tersebut. 
Makna setara t�dak mest� “sama”  
4 Departemen Pend�d�kan Nas�onal, 2002, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed�s� Ket�ga, 
Bala� Pustaka, Jakarta, hlm 417.

5 http://www. koal�s�perempuan.
or.�d/2011/05/04/� deolog�-gender, d�akses 17 
Pebruar� 2017.

karena memang Tuhan menc�ptakan 
dua mahluk (manus�a) lak�-lak� 
dan perempuan yang berbeda jen�s 
kelam�n dengan fungs�nya mas�ng-
mas�ng. Tuhan memang menc�ptakan 
perbedaan lak�-lak� dan perempuan, 
tetap� manus�a atau kelompok 
membedakan perlakuan secara tajam 
dalam aspek-aspek keh�dupan terutama 
dalam aspek hukum adat Bal�. Dalam 
menjalankan fungs�nya tentu sal�ng 
membutuhkan satu sama la�nnya 
sebaga� suatu s�stem. Perlu d�tegaskan 
bahwa dalam ka�tan dengan konsep 
gender t�dak ada gender lak�-lak� dan 
gender perempuan, karena gender 
adalah suatu konsep peran-peran 
dan tanggung jawab lak�-lak� dan 
perempuan yang dapat berubah dan 
d�ubah  karena keadaan sos�al budaya 
suatu masyarakat.  Kenyataan dalam 
masyarakat t�dak sed�k�t orang yang  
merancukan konsep gender tersebut 
dan bahkan d� kalangan akadem�s� 
t�dak sed�k�t orang yang belum 
paham apa �tu gender. Jad� �nt�nya 
�deolog� gender  adalah mencerm�nkan 
makna kesetaraan antara lak�-lak� 
dan perempuan dalam aspek-aspek 
keh�dupan. Terka�t  �deolog� gender 
secara umum ada beberapa pr�ns�p 
dasar �deolog� gender ya�tu :6

1)   Lak�-lak� dan perempuan sama-
sama makhluk c�ptaan Tuhan 
yang bebas dan mempunya� hak 
yang sama dalam keh�dupan 

6  T�m Penyusun Buku Ajar, 2016, Buku Ajar 
Gender dalam Hukum, Program Stud� Ilmu 
Hukum,  Fakulatas Hukum, Un�vers�tas 
Udayana, Pustaka Ekpres�, Tabanan, Bal�,  
hlm. 16.
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domest�k maupun publ�k.  In� 
menghas�lkan konsep kesetaraan 
gender.

2)  Kesadaran dan pemahaman 
bahwa tubuh perempuan adalah 
m�l�k    perempuan (bukan 
kekuasaan lak�-lak�) dengan 
dem�k�an segala pengamb�lan 
keputusan menyangkut tubuhnya 
ada d� tangan perempuan. In� 
men�mbulkan konsep otonom� 
perempuan.

3)    Set�ap t�ndakan terhadap 
perempuan tanpa  persetujuan     
(t�dak d��ng�n�) perempuan 
merupakan t�ndakan pemaksaan/ 
kekerasan/ket�dak-ad�lan, hal 
mana patut mendapat perlawanan 
oleh perempuan.   
Dalam  ka�tan makna gender 

dalam hukum adat maka akan 
d�kemukakan beberapa konsep 
hukum adat ya�tu Has�l Sem�nar 
Nas�onal 17 Januar� 1975 yang 
d�laksanakan d� Yogyakarta, salah 
satu dalam s�mpulannya menyebutkan 
bahwa hukum adat adalah hukum 
Indones�a asl� yang t�dak tertul�s 
dalam bentuk perundang-undangan 
Republ�k Indones�a yang d� sana s�n� 
mengandung unsur agama7. Dalam 
kepustakaan hukum adat belum 
d�temukan satu def�n�s� atau konsep 
yang f�nal dar� pemerhat� hukum 
adat. Sehubungan  dengan hal �tu ada 
beberapa ahl� yang member�kan batasan 
tentang hukum adat. Adapun para ahl� 

7 Wayan P. W�nd�a, Ketut Sudantra, 2006, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga 
Dokumentas� & Publ�kas� Fakultas Hukum 
Un�vers�tas Udayana, hlm.5

tersebut ya�tu Soerojo W�gnjod�poero 
mengemukakan bahwa hukum adat 
adalah komplek norma-norma yang 
bersumber pada perasaan kead�lan 
rakyat yang selalu berkembang serta 
mel�put� peraturan-peraturan t�ngkah 
laku manus�a dalam keh�dupan sehar�-
har� dalam masyarakat, sebag�an 
besar t�dak tertul�s, senant�asa d�taat� 
dan d�hormat� oleh rakyat karena 
mempunya� ak�bat hukum atau sanks�8. 
Sementara Soerjono Soekanto dalam 
W�ranata mengemukakan, hukum 
adat pada hakekatnya merupakan 
hukum keb�asaan, art�nya keb�asaan-
keb�asaan yang mempunya� ak�bat 
hukum (seinsollen). Berbeda dengan 
keb�asaan belaka, merupakan hukum 
adat adalah perbuatan-perbuatan yang 
d�ulang dalam bentuk yang sama yang 
menuju pada rechtsvardigeordening 
der samenleving9. 

Ter Haar dalam Sur�yaman 
Mustar� mengatakan hukum adat 
adalah seluruh peraturan-peraturan 
yang d�tetapkan dalam keputusan-
keputusan dengan penuh w�bawa yang 
dalam pelaksanaannya ”d�terapkan 
beg�tu saja”, art�nya tanpa adanya 
keseluruhan peraturan yang dalam 
kelah�rannya d�nyatakan meng�kat 
sama sekal�10

8 Soerojo W�gjod�poero, 1973, Pengantar dan 
Asas-Asas Hukum Adat,  Alumn� Bandung,  
hlm. 5.

9 I Gede A.B.W�ranata, 2005, Hukum Adat 
Indonesia Perkembangannya dari Masa ke 
Masa, PT. C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 
24. 

10  A. Sur�yaman Mustar� P�de, 2014, Hukum 
Adat, Dahulu,  Kini, dan Akan Datang, 
Prenadamed�a Group, Jakarta, hlm.4. 
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 Hukum adat adalah  hukum 
yang tumbuh, berkembang dan mat� 
sesua� dengan t�ngkat perkembangan 
masyarakat pendukungnya.  Hukum 
adat Bal� adalah aturan-aturan hukum 
yang berlaku dalam keh�dupan sehar�-
har�  bag� orang Bal� H�ndu yang 
berd�am atau t�nggal d� w�layah Bal�. 
Sementara, W�nd�a mengemukakan 
bahwa hukum adat Bal� adalah 
kompleks norma-norma, ba�k dalam 
wujudnya yang tertul�s maupun t�dak 
tertul�s, ber�s� per�ntah, kebolehan dan 
larangan yang mengatur keh�dupan 
masyarakat Bal� yang menyangkut 
hubungan antara sesama manus�a, 
hubungan manus�a dengan l�ngkungan 
alamnya dan antara manus�a dengan 
Tuhannya11. Oleh karena �tu hukum 
adat Bal� sudah barang tentu t�dak sama 
atau berbeda dengan hukum adat d� 
daerah la�nnya,  hal mana d�sebabkan 
karena masyarakat Indones�a terd�r� 
beberapa suku bangsa. Sekal�pun 
hukum adat Bal� t�dak sama dengan 
hukum adat daerah la�nnya d� Indones�a 
akan tetap� ada hal yang t�dak berbeda 
dar� hukum-hukum adat yang ada d� 
Indones�a yakn� n�la�-n�la� un�versal 
dar� hukum adat �tu send�r�. Adapun 
n�la�-n�la� yang d�maksud d�ura�kan 
oleh Soepomo ya�tu asas gotong 
royong, fungs� sos�al manus�a, dan m�l�k 
dalam masyarakat, asas persetujuan 
sebaga� dasar kekuasaan umum, asas 
perwak�lan dan permusyawaratan 
dalam s�stem pemer�ntahan12.

11 Wayan P. W�nd�a, Ketut Sudantra,  op. cit. 
hlm. 6.

12  R. Soepomo, 1986, Bab-Bab tentang Hukum 
Adat, Pradnya Param�ta, Jakarta, hlm. 20.

Hukum adat Bal� adalah sangat 
d�pengaruh� oleh budaya patr�arkh� 
seh�ngga �deolog� patr�arkh� sangat 
kuat menjelma dalam hukum adat. 
Terka�t dengan budaya patr�arkh�, 
maka akan d�ura�kan tentang apa �tu 
�deolog� patr�arkh�.  Secara umum 
�deolog� patr�arkh� adalah suatu 
parad�gma d�mana kekuasaan berada 
d� tangan lak�-lak�. Terka�t dengan 
hal tersebut maka pada pr�ns�pnya, 
�deolog� patr�arkh� menempatkan :
1.  Lak�-lak� berada pada pos�s� 

super�or terhadap perempuan.
2.  Lak�-lak� sebaga� makhluk yang 

berkuasa atau menentukan 
3.  Lak�-lak� sebaga� pengamb�l 

keputusan13.
Mencermat� beberapa hal 

pr�ns�p d� atas maka dapat d�ketahu� 
secara nyata dalam aturan hukum 
adat Bal�. Dalam hukum war�s secara 
tegas d�tentukan bahwa ahl� war�s 
adalah keturunan lak-lak�. Hal �tu 
d�atur hamp�r dalam set�ap awig-
awig yang merupakan hukum dalam 
keh�dupan masyarakat Bal� H�ndu. 
Awig-awig merupakan pedoman 
h�dup dan menjalan� keh�dupan dalam 
bermasyarakat. Contoh beberapa 
awig-awig yang mengatur hal tersebut. 
Awig-awig Desa Pakraman Tonja, 
Denpasar mengatur tentang ahl� war�s 
dalam Pawos 53  yang berbuny� ahli 
waris luire :ha Pratisentana purusa, 
na Pratisentana (sentana rejeg), ca 
Sentana peperasan lanang/wadon. 
(art�nya ahl� war�s adalah anak lak�-
lak�, sentana rejeg dan anak angkat). 

13  T�m Penyusun Buku Ajar, loc. Cit.
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Hal yang sama juga d�atur dalam awig-
awig Desa Pakraman Susut, Buahan, 
Payangan, G�anyar pada Pawos 64. 
Dem�k�an juga dalam awig-awig 
Desa Adat Nusamara, Yehembang, 
Mendoyo, Jembrana yang d�atur 
pada Pawos 53.  Itulah beberapa 
contoh awig-awig yang mengatur 
bahwa anak atau keturunan lak�-lak�  
sebaga� ahl� war�s. In� mencerm�nkan 
bahwa hukum d�buat berdasarkan 
kepent�ngan lak�-lak�, karena memang 
dalam pembuatannya t�dak mel�batkan 
perempuan, seh�ngga hukum adat 
sangat seks�s.

Anak perempuan ada kalanya 
dapat sebaga� ahl� war�s tetap� harus 
memenuh� suatu persyaratan tertentu. 
Persyaratan d�mana perempuan �tu 
berstatus “sentana rajeg”. Untuk 
dapat seorang perempuan berstatus 
sentana rajeg adalah harus melakukan 
perkaw�nan “nyeburin”.  Perkaw�nan 
nyeburin �n� t�dak dapat d�lakukan oleh 
set�ap perempuan Bal�, mela�nkan hanya 
dapat d�lakukan oleh perempuan yang 
anak tunggal atau hanya mempunya� 
anak perempuan. Salah satu dar� 
anak perempuannya harus sebaga� 
pelanjut keturunan dengan melakukan 
perkaw�nan “nyeburin”. Dengan 
perkaw�nan nyeburin, perempuan 
yang bersangkutan berstatus hukum 
lak�-lak� seh�ngga dapat sebaga� ahl� 
war�s. Perempuan yang dem�k�an 
d�sebut “sentana rajeg”. Perempuan 
berstatus hukum lak�-lak� s�fatnya 
terbatas yakn� hanya dalam b�dang 
keperdataan, sementara dalam b�dang 

la�nnya tetap sebaga� perempuan pada 
umumnya. 

3.2. Implikasi Ideologi Gender 
Dalam Hukum Adat Bali
Gender sebaga� secara arf�ah 

berart� jen�s kelam�n, akan tetap� 
jen�s kelam�n yang d�maksudkan 
adalah bukan sebaga� c�ptaan Tuhan 
mela�nkan sebaga� konstruks� soc�al 
budaya suatu masyarakat. Masyarakat 
yang membuat bahwa �n� pantas 
untuk perempuan dan �tu pantas 
untuk lak�-lak�, hal  sepert� �n� sudah 
berlangsung sejak dahulu secara turun 
temurun h�ngga k�n� . Apa yang pantas 
untuk perempuan dan lak�-lak� pada 
masyarakat yang satu belum tentu 
pantas untuk masyarakat yang la�nnya 
dan apa yang pantas d�masa lampau 
belum pantas d�masa k�n�. Oleh karena 
dem�k�an maka gender dapat berubah 
dan d�ubah sesua� kond�s� suatu 
masyarakat setempat. Jad� gender 
adalah bers�fat d�nam�s, s�fat d�nam�s 
�tu karena merupakan konstruks� soc�al 
budaya masyarakat. Sebaga� bentukan 
manus�a gender t�dak bers�fat stat�s 
dan t�dak berlaku un�versal. Sementara 
hukum adat adalah juga merupakan 
konstruks� kelompok manus�a atau 
sebuah lembaga, oleh karenanya 
hukum juga dapat d�ubah mana kala 
sudah t�dak  relevan lag� dengan 
perkembangan masyarakat tempat 
hukum �tu bermuara. Hukum sebaga� 
konstruks� masyarakat atau orang  
dalam hal �n� d�fokuskan pada hukum 
adat dan secara khusus hukum adat 
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Bal�, juga t�dak dapat berlaku un�versal. 
Hukum adat termasuk hokum adat 
Bal� sangat kental d�pengaruh� oleh 
budaya patr�arkh�. Hukum adat Bal� 
sangat kuat meng�kat masyarakat 
Bal�, dalam  mana mempos�s�kan lak�-
lak� sangat t�ngg�, t�adanya keturunan 
lak�-lak� dalam suatu keluarga bat�h 
dapat men�mbulkan  pengangkatan 
anak, merubah status anak perempuan 
dengan perkaw�nan “nyeburin” dan 
bahkan sampa� sang suam� kaw�n 
lag� atau melakukan pol�gam�. Yang 
terakh�r dapat men�mbulkan kekerasan 
ps�kolog�s bag� sang �str�. Merubah 
status anak perempuan menjad� 
“sentana rajeg” �tu d�atur hamp�r 
d�set�ap awig-awig desa pakraman d� 
Bal�. In� mencerm�nkan bahwa hukum 
adat sebaga� konstruks� masyarakat 
lak�-lak� sebenarnya mempertahankan 
eks�stens�nya pada pos�s� yang super�or 
dan berkuasa. Int�nya hukum adat 
Bal� jelas  merupakan pencerm�nan  
�deolog� patr�arkh�.

Sehubungan dengan �mpl�kas� 
�deolog� gender dalam hukum adat Bal� 
yang menjad� focus dalam penel�t�an 
�n�, has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa dapat d�golongkan menjad�  
dua kelompok pandangan para 
responden. Kelompok pertama, 
member�  alasan bahwa hukum adat 
Bal� sudah ba�k dan mencerm�nkan 
keun�kan  masyarakat Bal�, d�mana 
perempuan dalam keluarga khususnya 
dalam pengamb�lan keputusan t�dak  
d�l�batkan, semua keputusan d�lakukan 
dan d�amb�l atas kesepakatan lak�-lak�. 

Dalam b�dang war�s anak perempuan 
t�dak d�perh�tungkan dan �n� sudah 
berlaku sejak dahulu. Jad� pandangan 
kelompok pertama t�dak mencerm�nkan 
�deolog� gender, sementara pandangan 
kelompok kedua, member� alasan 
bahwa hukum adat sul�t d�rubah, untuk 
merubahnya membutuhkan kesadaran 
masyarakat. Kalau awig-awig belum 
mengatur hal-hal yang sesua� dengan 
perkembangan masyarakat dan 
peraturan perundang-undangan maka 
dapat d�lakukan melalu� perarem.  
Dar� 20 orang responden, 18 orang 
termasuk pandangan kelompok 
yang pertama, dan hanya 2 orang 
termasuk pandangan kelompok kedua. 
Pandangan kelompok kedua �n� 
sudah respons�p  gender  berp�k�ran 
progres�f serta relevan dengan tujuan 
Inpres No.9 Tahun 2000 tentang 
PUG. Jad� dapat d�katakan bahwa 
�deolog� gender belum ber�mpl�kas� 
dalam hukum adat Bal�. Faktor-faktor 
yang menjad� penghambat nya ya�tu 
budaya hukum masyarakat Bal�, 
hukum adat yang patr�arkh�s mas�h 
kuat meng�kat keh�dupan masyarakat 
Bal�. Terka�t hal �tu Majel�s Utama 
Desa Pakraman (MUDP) Prop�ns� Bal� 
melalu� Pesamuhan Agung III No. 1/
Kep/Psm-3/MDP Bal�/X/2010 tanggal 
15 Oktober merumuskan dalam  salah 
satu keputusannya mencerm�nkan 
�deolog� gender yakn� kesetaraan 
khususnya dalam b�dang hukum war�s. 
Hal �tu  dapat d�ketahu� dalam salah 
satu keputusannya ya�tu dalam angka 
4 sebaga� ber�kut: anak kandung (lak�-
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lak� atau perempuan) serta anak angkat 
(lak�-lak� atau perempuan) berhak atas 
harta gunakaya orang tuanya, sesudah 
d�kurang� sepert�ga sebaga� duwe 
tengah (harta bersama), yang d�kuasa� 
(bukan d�m�l�k�) oleh anak yang 
nguwubang (melanjutkan swadharma 
atau tanggung jawab) orang tuanya. 
Keputusan MUDP tersebut sudah 
mencerm�nkan  �deolog� gender d� 
dalamnya, akan tetap� �tu belum 
merupakan hukum karena belum 
d��mplementas�kan dalam awig-awig 
oleh desa pakraman mas�ng-mas�ng 
seh�ngga belum mempunya� kekuatan 
meng�kat akan tetap� dapat d�paka� 
rujukan dalam hal terjad� masalah 
dalam b�dang hokum war�s. 

Hal tersebut d�kaj� berdasarkan 
teor� s�stem hukum dar� Lawrence M. 
Fr�edman14, bahwa hukum terd�r� dar� 
t�ga komponen ya�tu struktur hukum, 
substans� hukum dan budaya hukum, 
d�mana dar� ket�ga komponen s�stem 
hukum tersebut,  hukum adat Bal� 
belum mencerm�nkan �deolog� gender 
ba�k dalam strukturnya, substans�nya 
maupun budaya hukumnya. In� berart� 
�deolog� gender belum ber�mpl�kas� 
dalam  hukum adat Bal�.

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan has�l penel�t�an dan 

pembahasan sebaga�mana paparan 
d� atas akh�rnya  dapat d�s�mpulkan 
sebaga� ber�kut:

14 Lawrence M Fr�edman, 1977, Law and Society:  
An Introduction,  Pr�nt�ce, Hall New Jersey, 
hlm. 7

1.  Gender merupakan  hubungan 
lak�-lak� dan perempuan 
sebaga� konstruks� sos�al 
budaya masyarakat. Sementara  
makna �deolog� gender adalah 
mengandung   pr�ns�p kesetaraan 
lak�-lak� dan perempuan  sebaga� 
mahluk sama-sama c�ptaan 
Tuhan. Setara dalam b�dang 
domest�k maupun publ�k atau 
setara dalam segala aspek 
keh�dupan, hal �tu sangat berbeda 
dengan �deolog� patr�arkh� yang 
mempengaruh� hukum adat Bal� 
yang mencerm�nkan makna t�dak 
setara ya�tu  ada pos�s� super�or 
dan �mper�or. 

2.  Ada dua kelompok pandangan 
responden terka�t �mpl�kas� 
�deolog� gender dalam hukum 
adat Bal� ya�tu, kelompok 
pertama, member�  alasan 
bahwa hukum adat Bal� sudah 
ba�k dan mencerm�nkan 
keun�kan  masyarakat Bal�, 
d�mana perempuan dalam 
keluarga khususnya dalam 
pengamb�lan keputusan t�dak 
d��kutkan, semua keputusan 
d�amb�l atas kesepakatan 
lak�-lak�. Dalam b�dang 
war�s anak perempuan t�dak 
d�perh�tungkan dan faktor-faktor 
penyebabnya . Jad� pandangan 
kelompok pertama belum 
mencerm�nkan �deolog� gender 
umum , sementara pandangan 
kelompok kedua, member� 
alasan bahwa hukum adat sul�t 
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d�ubah, untuk mengubahnya 
membutuhkan kesadaran 
masyarakat. Kalau awig-awig 
belum mengatur hal-hal yang 
sesua� dengan perkembangan. 
Pandangan kelompok kedua 
respons�f  gender dan sudah 
berp�k�ran progres�f dan sudah 
mencerm�nkan �deolog� gender 
umum. Jad� �deolog� gender 
secara umum ternyata belum b�sa 
berpengaruh dalam hukum adat 
Bal� ba�k dalam hukum keluarga 
maupun hukum war�s, factor-
faktor penyebabnya karena 
budaya hukum masyarakat 
Bal� dan hukum adat Bal� yang 
patr�arkh�s sangat kuat meng�kat 
keh�dupan masyarakat Bal�.
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